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ABSTRAK 
 
Judul : Aspek Hukum Pidana Terhadap Kegiatan Mengangkut, 

Menguasai atau Memiliki Hasil Hutan Dengan Tidak Syah 
Nama : Darman Suhendi  
NRP : 1120922049 

Kata Kunci :  Hasil Hutan, Pidana, menguasai atau memiliki 

 
Pelanggaran tindak pidana kehutanan memiliki sanksi-sanksi hukum, baik yang 
bersifat pidana ataupun administratif, tidak terkecuali pada tindak pidana di bidang 
kehutanan. Tujuan penelitian tesis ini di antaranya mengetahui ketentuan mengenai 
tindak pidana terhadap kegiatan mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan 
yang tidak sah, mengetahui pertanggung-jawaban pidana terhadap kegiatan 
mengangkut menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak sah, mengetahui 
hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana yang melakukan kegiatan 
mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak sah dan mengetahui 
upaya hukum yang dilakukan dalam meminimalisir maraknya mengangkut, 
menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak sah. Dengan metode penelitian 
hukum normatif dengan pendekatan studi kasus diketahui bahwa Ketentuan 
mengenai tindak pidana terhadap kegiatan mengangkut, menguasai, atau memiliki 
hasil hutan yang tidak dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) 
diatur pada Pasal 50 ayat (3) huruf h jo 78 ayat (7) Undang-undang Nomor 41 Tahun 
1999 tentang Kehutanan. Pertanggungjawabkan perbuatan yang melakukan tindak 
pidana dalam kegiatan mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak 
dilengkapi SKSHH yakni subjek hukum yang terdiri dan orang perorangan yang 
dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yaitu orang yang cakap bertindak 
dalam hukum dan peraturan, badan hukum dimana pertanggungjawaban pidananya 
di jatuhkan kepada: badan hukum atau badan usaha, Pengurusnya dan Secara 
bersama-sama (badan Hukum dan Pengurus). Hukuman yang dijatuhkan terhadap 
pelaku tindak pidana yang melakukan kegiatan mengangkut, menguasai, atau 
memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi SKSHH diancam dengan pidana penjara 
paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000000.000 apabila terdakwa 
tidak dapat membayar denda yang telah dijatuhkan oleh Hakim maka terdakwa 
dikenakan kurungan pengganti denda yang lamanya minimum satu hari dan 
maksimum 6 bulan.  Untuk mencegah dan menanggulangi penebangan pohon 
secara illegal diantaranya adalah preemtif, preventif dan represif 
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ABSTRACT 

 
 
Title : Legal Aspects of Criminal Activity Against Transporting, or Has a 

Mastering Forest Products With No Shah 
Name : Darman Suhendi  
NRP : 1120922049 

Key Word : Forest Products, Criminal, controls  

 
 
Violations of forest crime have legal sanctions, whether they are criminal or 
administrative, is no exception to the criminal offenses in the field of forestry. The 
purpose of this thesis research on them to know the provisions of the criminal acts 
against the activities of transport, control of, or having unauthorized forest products, 
knowing the criminal liability of the master transport activity or having unauthorized 
forest products, knowing the punishment meted out to the perpetrators of criminal 
acts conducting transporting, controlling, or having unauthorized forest products and 
know the law made efforts to minimize the rise in transport, control of, or having 
unauthorized forest products. With normative legal research methods case study 
approach note that provisions regarding offenses to transport activities, master, or 
forest products that do not come with a Certificate of Legal Forest Products (SKSHH) 
stipulated in Article 50 paragraph ( 3) h jo 78 paragraph (7) of Act No. 41 of 1999 on 
Forestry. Accountable for criminal acts committed in transport activity, controlling or 
owning forest products that do not have the legal subject SKSHH composed and 
individuals who can account for his actions that good men act within the law and 
regulations, the criminal liability of legal entities in which the drop to : legal entity or 
business entity, facility management and together (law and Governing body). 
Sentences handed down to criminals conducting transporting, controlling, or forest 
products that are not equipped SKSHH punishable by imprisonment of 5 years and a 
maximum fine of Rp. 10.000000.000 if the defendant can not pay the fine that was 
imposed by Judge then defendant confinement imposed a fine replacement for the 
minimum duration of one day and a maximum of 6 months. To prevent and tackle 
illegal logging include preemptive, preventive and repressive. 
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